BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melaksanakan kegiatan

Magang 1 di UPPKB Gentong antara lain :

1.

Untuk sarana dan prasarana di UPPKB Gentong sudah cukup memadai
an dapat mendukung tugas serta fungsi UPPKB namun terdapat
beberapa alat yang sebaiknya dilakukan perbaikan dan perawatan.

Seperti Load Cell dan Indikator Timbangan.

. Pada pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Gentong sudah dilakukan

secara baik. Dengan adanya Briva yang memudahkan pelanggar dapat
membayar denda dengan muah melalui Bank BRI, Tokopedia dan e
tilang. Namun, terkadang alat Briva mengalami eror dan karena hal
tersebut diberlakukan Tilang manual, yang mana nanti pelanggar dapat

membayarnya langsung ketika Persidangan.

. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga

sudah baik. Seperti ketersediaan Apar, kotak P3K dan susunan instalasi

listrik yang aman dan rapi.

. Untuk penerapan protokol kesehatan pada UPPKB Gentong Tasikmalaya

sudah baik, petugas selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan
mencuci tangan saat bekerja. Namunkesadaran penggunaan APD

masih rendah.
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V.2 Saran

Sarang yang dapat kami sampaikan untuk perbaikan UPPKB

Gentong ke depannya antara lain:

1.

Untuk sarana dan prasarana supaya bisa dilengkapi dan dilakukan
perawatan secara rutin berkala. Seperti penambahan lahan parkir dan
gudang penyimpanan. Sehingga dapat melaksanakan kerja secara

optimal.

. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) perlu dilengkapi lagi dan digunakan oleh

petugas sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

. Untuk Software Jembatan Timbang Online dapat dilakukan

pemeliharaan supaya lebih cepat dalam proses penyimpanan data,

sehingga mempercepat kinerja.
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